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Penggalan kalimat di atas merupakan lontaran dari salah satu saksi
kekerasan dalam rumsh tangga, ketika seorang perempuan korban meminta
tolong kenapa orang tersebut tidak menghentikan tindak kekerasan yang
dilakukan suaminya.

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang disahkan tanggal 22
September 2004, saat ini sudah berumur 4 tahun dan mulai digunakan sebagai
payung bukum penyelesaian kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. UU
PKDRT dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakulkan terobosan hukum
karena terdapat beberapa pembaharuan hukum pidana yang belum pernah
diatur oleh Undang- Undang sebelumnya. Setelzhitu menyusul Undang-Undang
seperti Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Penghapusan
Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terobosan hukum yang terdapat dalam
UU PKDRT tersebut tidak hanya dalam bentuk—bentuk tindak pidananya, tetapi
juga dalam proses beracaranya. Antara lain dengan adanya terobosan hukum
untuk pembuktian bahwa korban menjadi saksi utama dengan didukung satu
alat bukti petunjuk’. Sehingga, diharapkan dengan adanya terobosan hukum
ini, kendala-kendala dalam pembuktian karena tempat terjadinya KDRT
umumnya di ranah domestik. Bahkan dalam Pasal 15 UU PKDRT mengatur
kewajiban masyarakat dalam upaya mencegah KDRT agar tidak terjadi
kembali.
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Mamun permasalahannya sekarang adalah, apakah terobosan hukum
yang ¢ diaiur dalam UU PKDRT ini dalam pelaksanaznnya benar-benar aphkatﬁf
dan menj awa‘i:v kebutuhan kor%aan terhadap dmaﬂ‘uka proses peradlian yang

dﬂempuﬁnya‘? >

Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terobosan hukum yang pertama diskomodasi dalam UU PKDRT ini
adalah bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mencakup
kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi

‘atau penelantaran keluarga. Seperti sudah diketahui bahwa sebelum ada UU
PEDRT, kekerasan vang dikenal dalam hukum Indonesia hanya kekerasan
fisik dengan istilah penganiayaan. Dengan adanya terobosan hulowm ini, maka
korban KIDRT yang selama ini terdiskriminasi secara hukum dapat mencari
keadilan seperti yang diharapkan untuk berbagai bentuk kekerasan_yang
memang terjadi dan menimpa mereka.

Narmum dalam faktanya, terobosan hukum ini masih menemui banyak
kendala dalam proses hulumnya, Di bawah ini data kasus KDRT yang diterima
LBH APIK Jakarta tahun 2006 dan 2007 berdasarkan bentuk-bentuk
kekerasan yang dialami oleh korban.

Jenis Kekerasan 2006 2067
Fisik, ekonomi _ ‘ . 3
Fisik, Psikis : 84 41
Fisik, Psikis, ekonomi 16 39
Fisik, Psikis, Ekonomi, Seksual i 4
Fisik, Psikis, Seksual - ' : 4 .
Psikis 130 30
Psikis, Ekonomi 68 82
Psikis, Ekonomi, Seksual 2 2
Psikis,Seksual I
Ekonomi 23 3
Seksual 2
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: - Dari kessluruhan data LBH Apik Jakarta di atas, tidak sermua kasug |
idlS@EﬁSﬁﬁ{an melalui jalur hukum, bisa dipastikan tidak samapal 10%nyasaja,
ﬁmyﬁk alasan dan hambatan mengapa kasus-kasus KDRT tidak diteruskan
 atau diselesatkan dengan jatur hukum. Berdasarkan analisa yang dilakuken LBH
» Apﬁc Jakarta Eerhadap kasus yang masuk, hambatan yang ada antara lain karena
‘korben tidak mau kasusnya diketahui banyak orang, korban tidak mau terlahy
. lama benn"usan dengan kasusnya, korban ingin keluar dar1 KDRT secepatnya,
g korban enggan berhadapan dengan polisi, dan lain-lain. e
s “Kekerasan Psikis yang menjadi terobosan UU PKDRT dalam proses' -
~ hukumnyaantara lain memungkinkan untuk dilakukan Visum et Psildatrikum ..
) 'sebagax pembuktiannya. Namun, terobosan ini belum banyak di gunakan baik
oleh aparat penegak hukum maupun pendamping, Halini dikarenakan masih
sedikitnya ahli psikologi/psikiater yang mempunyai peinahaman tentang konteks
KDRT terjadi.

Kekerasan Seksual yang salah satunya kekerasan seksual terhadap
istri (marital rape) juga menjadi terobosan UU PKDRT, meskipun masih
merupakan delik aduan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Pasal 8 huruf a
yang berbunyi sebagai berikut peraksaan hubungan seksual yang dilakukan
terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah fangga tersebur. Hal
ini berarti bahwa UU PKDRT sudah tidak lagi memisahkan ranah privat dan
pubilk ketika terjadi kekerasan, dengan kata lain sekat antara hukum perdata
yang lebih dikenal untuk menyelesaikan masalah di ranah privat dan hukum
pidanayang dipergunakan untuk menyelesaikan masalah terkait dengan ranah
publik menjadi tidak ada.

Dari bentuk-bentuk KDRT ini, dimana banyak terjadi terobosan hukum,
dalam pelaksanaan proses pidananya banyak sekali kendala atau kesulitan yang
dihadapi, baik oleh korban, pendamping maupun aparat penegak hukum sendiri,
Misalnya terkait dengan delik aduan, gradasi kekerasan (terutama fisik) yang
dialami korban, unsur-unsur pidana dalam penelantaran rumah tangga dan
kekerasan psikis, serta dari lingkup rumah tangga, UU PKDRT ini juga
melakukan terobosan hukum dengan dizkomodasinya anggota keluarga secara
luas yakni yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan,
pengasuhan, dan perwalian, serta yang bekerja dalam rumah tangga tersebut

Yano aefarma 1amolea wralriy fombmen by i mom mdman mdoes T A 11




ih Vos". 5 Na 3. Sepz‘emﬁer 2003 N

B '*ie:fse‘butz Jadi, UUPKDRT ini selain menggunakan konsep keluarga ¢ int? yakm

': 1bu, ayah dan anak;juga mengglmakzmkonsep keluarga “batin’ dlmanahal ini
awam dttemukan d.alam keluarga di Indonesia. Termasuk di dalamnya mertuz,
menanm, b-esan, ipar, anak i, anak angkat, paman, bibi, dan lam-lam :Namun
| dalam pelaksanaalmya, karena pengeiasan pasal yang kurang terutama unfuk
o Pasai 2. ayat 2) ter}s:alt dengan kata: ‘menetap’. ‘dan ‘berada’ senngkah
- menmbulkan penafsnan yang berbeda diantara aparat penegak hukum dan
-_pendampmg “Yang dimaksud menetap dan berada ituapakah dalam Jangka

“waktu tertentu atau memang tinggal dalamrumah tangga terscbut. Hal ini menjadi
“kritik bagi pasal tersebut, terutama dalam konteks pekerja rumah tangga yang
tidak menetap atau tinggal, ietapi bekerjauntuk waldu tertentu di rumah tersebut.
Padahal dalam rumusan pasal terkait dengan ruang lingkup, tidak menyebutkan
bahwa locus delicti harus berada di dalam rumah. Tetapi lebih menekankan
pada relasi kerumahtanggaan akibat dari perkawinan, hubungan darah, ataupun
relasi kerja dalam rumah tangga. Maka dapat ditafsirkan bahwa peristiwa pldana
KDRT dapat pula terjadi di luar rumah.

Pemulihan Korban KDRT
UU PKDRT merupakan peraturan pertama yang mengatur hak-hak
korban. Hak korban KDRT dalam UU PKDRT di Pasal 10 yang antara lain
mencakup
. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan,
advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun
berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;

b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuban medis;

c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat
proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

e. pelayanan bimbingan rohani.

2 Lihat Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
¥ palemrmomr Thalarme DRrican Tamana (111 PR
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| pemuimankorbanKDRT menjadi salah satu hal yang tak terpisahkan dari proses

hukam danhai ini sudah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah
- dan penyedia layanan, baik layanan medis, psikologis, hulanm dan rumah aman,

: 'Koj)sep layanan terpaduuntuk korban kekerasan sudah digagas dan disepakati

- bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen
- Kesehatan, Departemen Sosial dan Kapolri®,

.. DalamPasal 13 dan Pasal14 UU PKDRT ini, yang sudah memperluas -~

- ben_tuk layanan dan koordinasi antar pihak terkait dengan hak korban KDR'T

‘untuk mendapatkan layanan, masih memerlukan penjelasan teknis dalam - -

 pelaksanaannya. Dalam Pasal 43 UU PKDRT, dimandatkan untuk dibuataya
Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan pemenuhan hak-hak korban dalam
rangkapemulihan. Peraturan Pemerintah untuk UU PDKRT terkait dengan
upayapemulihan baru ditetapkan tahun 2006, yakni Peraturan Pemerintah
Nomeor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan
Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Peraturan Pemeriniah ini
menekankan bahwa pemulihan terhadap korban KDRT tidak hanya berupa
pemulihan fisik, tetapi juga psikis. Sehingea sangat diperlukan fasilitas dan
kerjasama antar pihak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Peraturan
Pemerintah ini juga menyebutkan pentingnya pendamping yang tidak hanya
diinisiasi oleh pemerintah, tetapi juga swadaya masyarakat. Upaya-upaya seperti
inilah yang dilakukan oleh organisasi perempuan dan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan untuk memecahkan kebisuan dari korban karena
ketidakberanian dan terbatasnya akses korban kepada hukum. Selain itu juga
untuk mengatasi fenomena gunung es kasus KDRT dan menjawab keadilan
bagi korban dengan mengungkapkan kebenaran.

Bahkan, sekarang di beberapa daerah di Indonesia mulai dibentuk pusat
pelayanan terpadu yang berada di bawah Pemda baik di tingkat Propinsi
maupun Kabupaten dengan berbagai model. Ada yang menggunakan sistem

% Lihat SKB 3 Menteri dan Kapolri atau lebih dikenal dengan Kamagatripol untuk layanan
terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam Institusi Kementerian
Pemberdayaan Perempuan kesepakatan ini ditandatangani oleh Sri Redjeki suratnya
bernomorkan 14/Men PP/Dep.V/X/2002; Depariemen Kesehatan ditandatangani oleh
Achmad Sujudi yang suratnya bernomorkan 1329/MENKES/SKB/X/2002; Departemen
Sosial ditanda tangani oleh Bachtiar Chamsyah vane suratnva bewmamorban 7215 10/
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S _]a;k advokasi dilakukan semasa penyusunan draf RUU PKDRT, upaya




' Mm@ BpoEs Vol S No.'5 - Sepréf::beé’ 2008

- .rujukan, pelayanan safu atap, dikelola. oleh Pemda sendiri atau kexj asama antara
Pemda dan LSM. Yang menjadi gekegaan rumah selanjuinya adalah bagaimana
S memperluas layanan seperti ini ke tingkat yang lebil rendah, sehmgga masyarakat

. 'dl desa atau pelosok dapat dencan mudah men_; angkaunya """

N ’ -Kewaﬁban Masyarakat L L
_ ~Upaya pencegahan KDRT merupakan kewaijan bersama an‘tara
pcmermtah dan‘masyarakat. Semangat di’ at_as yang kemudian dicoba
‘dimasukkan dalam UU PKDRT. Hal ini terkait dengan locus terjadinya
- ‘KDRT diranah privat, sechingga Pemerintah tidak dapat begitusaja masuk
‘danmemantau rumah tangga tersebut secara langsung. Sehingga dibutuhkan
keterlibatan masyarakat dalam memantau dan mencegah terjadinya KDRT
di lingkungannya. Kewajiban masyarakat ini diakomodir dalam Pasal 14
‘dan Pasal 15-UU PKDRT. Bahkan dalam Pasal 15 dirinci mengenai
kewajiban “setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya
kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan
batas kemampuannya untuk a). mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b). memberikan perlindungan kepada korban; ). memberikan pertélongan
darurat; dan d). membantu proses pengajuan permohonan penetapan

pertindungan. '
Namun, terobosan ini masih belum dirasakan manfaatnya oleh
korban KDRT. Hal ini antara lain dikarenakan masih adanya penolakan
laporan masyarakat dari pihak kepolisian, meskipun dibeberapa kepolisian
seperti Polres Jakarta Barat pernah menerima laporan KDRT yang
dilakukan oleh Ketua RT dan pendamping’. Selain dari pihak kepolisian,
dari masyarakat pun juga masih banyak yang tidak peduli dengan KDRT di
lingkungannya. Misalnya dengan tidak bersedianya menjadi saksi bagi kasus
KDRT yang terjadi di depan matanya, dengan alasan takut menjadi saksi,
takut mendapatkan ancaman dari pelaky, takut mencampuri urusan rumah
tangga orang, ataupun alasan lainnya terkait dengan posisi, status, ekonomi
dan juga keselamatan yang bersangkutan. Padahal, kesediaan orang untuk
menjadi saksi ini sangat diperlukan korban dalam mencari keadilan,baik




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga -,

: mélaiui jalur bukum maupun non hukum. Bahkan kepedulian masyarakat
“terhadap upaya pencegahan terjadi KDRT baik yang pertama kali maupun
‘yangberulang juga sangai membantu korban. Hal ini terkait denganupaysa
‘penjeraan bagi pelaku yang berarti tidak harus melulu dengan hukuman
“atau denda, tetapi lebih pada bagaimana dapat merubah perilaku pelaky
-ya_'ﬂ'g penuh kekerasan dalam setiap penyelesaian masalah rumah tangganya
tersebut,
B Oleh karenanya, dalam mendorong kewajiban masyarakat inj,
-~ diperlukan adanya peningkatan pemahaman tentang KDRT dan juga tentang
relasihubungan rumah tangga yang merupakan ikatan komitmen kedua belah
pihakuntuk membentuk keluarga yang saling menghormati dan tidak ada
kekerasan di dalamnya. Selain itu diperlukan sosialisi tentang prosedur
penanganan kasus dan penerapan perlindungan saksi serta korban yang
sungguh-sungguh seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini untuk
mendorong keberanian korban maupun saksi untuk melaporkan tindak
kekerasan yang terjadi di linglamgannya tanpa ada rasa takut dan terancam
jiwanya,

Pemmup

Dengan adanya UU PKDRT dan terobosan-terobosan hukumnya,
diharapkan adanya penurunan angka KDRT dan menjawab rasa keadilan
bagi korban. Namun, pelaksanaan Undang-Undang ini tidaklah mudah
karena terobosan hukum yang terdapat dalam peraturan ini memerlukan
sosialisasi ke aparat penegak hukum selaku pelaksana Undang-Undang
dan juga kepada aparat pemerintah, masyarakat serta pihak-pihak penyedia
layanan. Sehingga mereka menjadi lebih sensitif terhadap KDRT, memahami
konteks terjadinya KDRT, dan mempunyai empati yang besar terhadap
korban KDRT. Jika ketiga hal tersebut dipunyai oleh setiap orang, maka
penyalahan kembali pada korban tidak akan terjadi (victimisasi korban),
dan penyelesaian kasus melalui Jalur hukum maupun non hukum dapat
menjawab keadilan korban serta pemecahan fenomena gunung es kasus
KDRT semakin dimungkinkan untuk terjadi.
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'-Dan yang perlu diingat adalah perlu dibangunnya sarana pendukung untuk
:'-peiaksanaan UU PKDRT ini, seperti anggaran bagi pemulihan korban
sehmgga t;dak dltanggungkan pada korban KDRT yang umumnya sanoat
-_KDRT p.et_un}_uk p.e_ia.k.sanaan peratur.an yang sensitif gender da-.n_ __rn_udah
dipahami oleh aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim,
‘serta penyedia layanan medis, rumah aman, pendamping, psikoié'g, dan

~:lain-lain, Selain itu juga sinkronisasi pelaksanaan UU PKDRT dengan

::Undang Undang lain seperti UU Perlindungan Saksi dan Korban, KUHP,
gy PerhndunganAnak, dll.-
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